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Jakarta, 30 April 2018 — Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Perbaikan
Permohonan Pengujian UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan
Nelayan, Pembudi Daya lkan, dan Petambak Garam (UU Perlindungan Nelayan) pada
Senin (30/04), pukul 13.30 WIB. Permohonan teregistrasi dengan nomor perkara 32/PUU-
XVI/2018 ini diajukan oleh Gerakan Poros Maritim Indonesia (Geomaritim). Geomaritim
merupakan organisasi yang bergerak dalam isu kemaritiman Indonesia. Adapun norma yang
diujikan berbunyi:
e Pasal 37 Ayat (3) UU 7/2016

“Dalam hal impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman, menteri terkait harus mendapatkan
rekomendasi dari Menteri.

Pada sidang Senin (16/04) lalu, Hakim Konstitusi Arief Hidayat meminta Baharuddin
Farawowan, yang merupakan Ketua Umum Geomaritim, memperbaiki legal standing-nya.
Hal tersebut, jelas Hakim Konstitusi Suhartoyo, adalah karena kewenangan administratif
seseorang belum tentu diikuti oleh kewenangan mewakili organisasinya sebagai subjek
hukum. Sehingga, penting bagi Baharuddin untuk memperbaiki hal tersebut sehubungan
dengan kewenangannya untuk melakukan judicial review di MK.

Sebelumnya, Pemohon mengungkapkan bahwa Pemohon melihat ketidakselarasan data
yang digunakan oleh Menteri Perindustrian dan Menteri Kelautan dan Perikanan dalam hal
impor komoditas garam. Ketidakselarasan tersebut dinilai Pemohon mengakibatkan industri
dalam negeri mengalami kekurangan pasokan garam. Terhadap hal tersebut, Suhartoyo
meminta Pemohon untuk menguraikan pertimbangan-pertimbangan jika sebaliknya,
Indonesia mengalami surplus garam. Suhartoyo mengingatkan agar permohonan pengujian
norma a quo jangan sampai didasari oleh perasaan ‘emosional’ oleh karena kepentingan
sesaat atau kondisi yang terjadi saat ini.

Dalam permohonan yang diperbaiki, Pemohon mengungkapkan bahwa selaku pembina
para nelayan, Geomaritim tidak dapat mengambil upaya hukum yang tepat terhadap
penyimpangan dalam distribusi impor sehubungan dengan belum adanya penafsiran frasa
“Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman” pada norma a quo. Berdasarkan hal
tersebut, Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 37 Ayat (3) UU Perlindungan Nelayan
bertentangan dengan UUD 45 sepanjang tidak dimaknai “Komoditas Perikanan dan
Komoditas Pergaraman selain yang digunakan sebagai bahan baku dan bahan penolong
industri”. (Raisa)
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